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ABSTRAK 
 
Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah 

masalah hutang piutang. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin 
kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering 
terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Pada praktik 
bermuamalah juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan 
baru bermunculan, seperti halnya praktik hutang pupuktembakau dibayar setelah 
panen sudah lama dipraktikkan ditengah-tengah masyarakat Desa Ngagrong 
Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Dalam pelaksanaan hutang tersebut 
terdapat adanya penambahan biaya yang ditentukan oleh pemilik toko/ perusahaan 
pupuk apabila petani membayar hutangnya melebihi waktu yang telah ditentukan. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). 
sedangkan metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Dalam 
metode pengumpulam data penyusunmenggunakan metode observasi dan 
wawancara kepada petani dan beberapa petani yang berada di Desa Ngagrong 
Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam perjanjian hutang piutang 
tersebut petani (muqrid) berhutang pupuk tembakau kepada perusahaan pupuk 
tembakau (Muqtarid), objek hutang piutang ialah pupuk tembakau  untuk proses 
menanam tembakau, pupuk tersebut akan dibayar pada musim panen. Kemudian 
apabila petani tidak bisa mengembalikan hutangnya pada saat jauh tempo (panen), 
maka petani harus mengembalikan hutangnya dengan tambahan 5% pada musim 
berikutnya, namun apabila panen berikutnya petani masih belum bisa 
mengembalikan hutangnya, maka petani harus menambah 5% lagi dari pokok 
pinjaman, jadi jumlahnya 10%, begitu seterusnya. Hutang piutang ini antara 
petani dan perusahaan pupuk tembakau (pertela) di Desa Ngagrong Kecamatan 
Ampel Kabupaten Boyolali ternyata tidak sesuai dengan hukum Islam, karena 
hutang piutang tersebut mengandung unsur riba. Standar  maslahat dan madharat 
dari pelaksanaan hutang piutang pupuk dibayar setelah panen yang terjadi di Desa 
Ngagrong lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya. Tambahan yang 
disepakati pada awal akad itu adalah riba, dan riba sangat dilarang dalam Islam. 
Jenis riba tersebut yaitu riba nasi’ah, yaitu suatu transaksi yang pembayarannya 
diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya. 
 
Kata Kunci: Hukum Islam, Perjanjian Hutang Piutang, Praktik Hutang Piutang 
Pupuk 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menter 

iPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 
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I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Sa’ ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha’ ḥ Ha (denga titik di bawah) ح

 Kha’ Kh Ka dan ha خ

 Zal D De د
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap  

 Ditulis Muta’addidah #"!ّ دة

 Ditulis ‘iddah $ّ ة

 
III. Ta’marb ūtah di akhir kata 

 

a. Biladimatikanditulis h 

&'() Ditulis Ḥikmah 

&*+, Ditulis Jizyaḥ 

 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang diserap dalam bahasa 
Indonesia,  seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal 
aslinya). 
                  

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka 

ditulis h 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā 23ا#& ا0و/.-ء

 

c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah 

ditulis atau h 
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 Ditulis Zakāh al-fiṭri ز3-ة ا/245

 

IV. Vokal Pendek 
 َ◌ fatḥah Ditulis A 

 ِ◌ Kasrah Ditulis I 

 ُ◌ ḍammah Ditulis U 

 
V. Vokal Panjang 

Fathah+alif  Ditulis ā : jāhiliyyah ��ھ��
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VI. Vokal Rangkap 

1. Fathah ya mati Ditulis Ai 
 ����� Ditulis Bainakum 

2. Fathah wawu mati Ditulis Au 
 Ditulis Qaul "!ل 

 
 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 

 Ditulis A’antum أأ;":
 Ditulis U’iddat أ$َ ت
ت: /@? <=  Ditulis La’in syakartum 

 
VIII. Kata sandang Alif + Lam 

 

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan “l” 

’Ditulis Al-Qur ا/2Bان ān 

-.B/سا  Ditulis Al-Qiyās 
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b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan Syamsiyah  
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 ’Ditulis As-samā ا/C'-ء

D'E/ا Ditulis Asy-Syams 
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X. Pengecualian 
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BAB I 

 PEDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari bantuan makhluk 

lainnya yang saling membutuhkan, tunjang-menunjang dan tolong-menolong 

dengan yang lain dalam segala hal, termasuk dalam kegiatan bermuamalah. 

Hal ini dikarenakan keterbatasan antara masing-masing individu dalam 

menyelesaikan suatu masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa saling 

berhubungan satu dengan yang lain, seperti halnya jual beli, sewa menyewa, 

pinjam meminjam atau hutang, piutang dan sebagainya.1 Hal tersebut tidak 

dapat dihindari, karena kodrat manusia adalah makhluk social yang senantiasa 

memenuhi kehidupan dalam kelompok, hidup  bermasyarakat dan saling tolong 

menolong antara satu dengan yang lainnya demi untuk mendapatkan kebutuhan 

hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat2: 

 ونَ فَضْلاً مينَ ٱلْبـَيْتَ ٱلحَْراَمَ يَـبْتـَغُ ◌ٓ ءَا ◌ٓ ئِدَ وَلاَ ◌ٓ ئرَِ ٱللهِ وَلاَ ٱلشهْرَ ٱلحَْراَمَ وَلاَ ٱلهْدَْىَ وَلاَ ٱلْقَلَٰ ◌ٓ شَعَٰ  ۟◌ لاَ تحُِلوا ۟◌ أيَـهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوا◌ٓ يَٰ 

ناً  اَنُ قَـوْمٍ أنَ صَدوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْ  ۚ◌  ۟◌ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فٱَصْطاَدُوا ۚ◌ من رِمْ وَرضِْوَٰ  ۟◌ وَتَـعَاوَنوُا ◌ۘ  ۟◌ جِدِ ٱلحَْراَمِ أنَ تَـعْتَدُواوَلاَ يجَْرمَِنكُمْ شَنَٔـ

نِ ۚ◌  وَٱتـقُوا۟◌  ٱللهَ ◌ۖ  إِن ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعِ قَابِ 2  عَلَى ٱلْبرِ وَٱلتـقْوَىٰ ◌ۖ  وَلاَ تَـعَاوَنوُا۟◌  عَلَى ٱلإِْ ثمِْ وَٱلْعُدْوَٰ

Pada kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan budaya 

manusia adalah perubahan. Sekedar contoh, dalam sejarah manusia telah 

terjadi perubahan dari kehidupan tradisional kepada kehidupan modern. 

                                                      
1 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009), hlm. 137. 
2 Q.S Al-Maidah ayat: 2 
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Perubahan dari kehidupan  pedesaan  yang  berbasis  ekonomi  pertanian 

kepada  kehidupan perkotaan  yang berbasis ekonomi industri dan 

perdagangan,  perubahan  dari  pola  hubungan  paguyuban  dan  gotong-

royong  kepada  pola hubungan  individual dan seterusnya.3 Tampaklah bahwa 

antara agama dan ekonomi terdapat ketersinggungan obyek. Dalam kaitan 

antara keduanya, Islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi 

produksi, distribusi dan konsumsi. 

Kebanyakan  masyarakat  agraris  menjalani  kehidupan  secara alamiah 

(natural). Mereka hidup dari alam dan memfungsikan hasil budidaya alam 

sebatas hajat hidup. Sebagai contoh, masyarakat petani menyimpan hasil panen 

untuk dimakan sampai datang masa panen berikutnya. Mereka jarang menjual 

hasil panen karena jarang membutuhkannya, kecuali dalam waktu bercocok 

tanam telah tiba dan fungsi uang menjadi tidak dominan, maka masyarakat 

agraris akan memfungsikan hasil panen sebagai alat bayar untuk memenuhi 

kebutuhan yang lain. Dalam kultur ekonomi seperti ini fungsi barang sebagai 

komoditas sangat dominan. 

Secara sosiologis, masyarakat petani di pedesaan (rural)  yang 

kehidupannya ditandai dengan kuatnya ikatan sosial. Pada umumnya mereka 

dipersatukan oleh ikatan primordial (kesukuan) yang bersumber pada 

kesamaan leluhur, gotong-royong (tolong-menolong atau ta‘awun) merupakan 

adat mereka. Dalam masyarakat kekerabatan yang beradat gotong-royong, 

tradisi meminjam barang dan hutang, berkembang dalam konteks ta‘awun, 

                                                      
3 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada Kerja 

Sama dengan IAIN Walisongo Semarang. 2002), hlm. 5 
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sewa barang dan hutang berbunga nonsens berkembang. Sebagaimana dalam 

era ini, ekonomi semakin sulit, namun kebutuhan yang tak terbatas terus 

mengejar, ditambah barang ekonomis melonjak dengan harganya yang tinggi 

dan sehingga ekonomi semakin sulit, namun banyak sekali kebutuhan yang tak 

terbatas. 

Dalam melaksanakan kerjasama tersebut manusia diwajibkan harus 

sesuai dengan etika dalam agama Islam. Islam memiliki ajaran yang selalu 

relevan dengan perkembangan manusia. Islam memiliki karakter ajaran yang 

dinamis yaitu mampu berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan 

zaman. Maka Islam disebut sebagai agama yang sempurna karena merupakan 

agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dari syari’atnya mengatur 

seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat aqidah maupun 

muamalah. 

Pokok dari sistem bermuamalat terletak pada akad nya. Akad diawal 

transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat 

menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, 

tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Karena sebuah akad itu harus saling 

suka sama suka (taradian minhum) pada dua belah pihak. 

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang 

sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-

masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan 

oleh akad tersebut.4 Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh 

                                                      
4 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2012),hlm.270 
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karena itu transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua 

belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salahsatu pihak dalam 

keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu 

akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salahsatu pihak merasa tertipu, 

artinya hilang keridhaannnya, maka akad tersebut bisa batal.5 

Dalam kegiatan hutang piutang keberadaan akad dapat menimbulkan 

hak dan kewajiban di antara mereka yang berakad. Oleh karena itu akad selalu 

dibuat diawal kontrak dan atas dasar keridloan (kerelaan). Dengan demikian 

pada dasarnya akad dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak, 

yang ditandai dengan adanya ijab qabul.  

Melalui akad inilah dapat diketahui maksud setiap pihak yang 

melakukan akad atau transaksi, maka lafadz ijab qabul harus jelas dan mudah 

dipahami oleh para pihak yang melakukan akad. Ijab qabul dalam hal ini dapat 

berbentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan. 

Hukum qard (utang-piutang) mengikuti hukum taklifi, terkadang boleh, 

makruh, wajib dan terkadang haram. Hukumnya wajib jika memberikan 

kepada orang yang sangat membutuhkan seperti meminjamkan uang kepada 

tetangga yang sedang membutuhkan karena anaknya yang sedang sakit. 

Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau untuk membeli 

narkoba atau yang lainnya. Hukumnya makruh jika meminjam untuk 

kebutuhan sekedar bersenang-senang. Diperboleh hukumnya (mubah) jika 

untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan 

                                                      
5 A.Dzajuli, Kaidah-kaidah Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.130-131 
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besar.6 

Dari definisi tersebut, tampaklah bahwa sesungguhnya hutang-piutang 

merupakan bentuk muamalah yang bercorak ta‘awun (pertolongan). Hutang-

piutang merupakan bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu 

orang yang berpiutang atau pemberi hutang dan orang yang berhutang. Di 

antara mereka terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. 

Sebagaimana contoh yang dilakukan oleh petani di desa Ngagrong 

kecamatan Ampel kabupaten Boyolali yang sebagian besar merupakan  

produsen yang harus memproduksi tembakau dalam kondisi dan dengan cara 

apapun.  Mereka yang mata pencaharian utamanya adalah bercocok tanam, 

harus dihadapkan dengan harga pupuk yang tinggi, kultur masyarakat seperti 

inilah yang menjadi latar belakang munculnya konsep-konsep normatif akad 

petani menghutang pupuk dan dikembalikan dalam bentuk menyetorkan hasil 

panen tembakau ke satu perusahaan tembakau. 

Fenomena hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

tersebut adalah hutang-piutang pupuk. Praktek hutang-piutang pupuk tersebut 

dengan cara seseorang berhutang pupuk kepada perusahaan tembakau 

(PERTELA), dalam hal ini perusahaan ini menyuplai dari mulai menanam 

sampai nanti pada akhinya semua petani yang bergabung dengan perusaan 

tersebut harus menyetorkan hasil panen tembakau kepada perusahaan ini. 

Menyetorkan hasil panen harga yang menentukan dari perusahaan dan akan 

dipotong hutang yang petani pinjam dari PERTELA. 

                                                      
6 Taqdir Arsyad dan Abul Hasan, Ensiklopedi Fiqih Muammalah Dalam Pandangan 

4Mazhab(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 157-158. 
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Dalam melaksanakan praktek hutang-piutang tersebut harus sesuai 

dengan syari’at Islam.  Supaya tata hubungan tersebut dapat berlangsung 

secara wajar, aman dan diridhai oleh Allah SWT, maka dalam bidang 

muamalah, syari‘at Islam telah menentukan kaidah-kaidah fundamental yang 

bersifat general. Seperti halnya yang terjadi di desa Ngagrong kecamatan 

Ampel kabupaten Boyolali. 

Berdasarkan hal tersebut,penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dan melakukan analisis mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang 

Pupuk Dalam Penanaman Tembakau Dibayar Setelah Panen (Studi Kasus Di 

Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali). Dari uraian di atas, 

tampaklah bahwa beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara terperinci 

dan detail. Mengingat masalah ini sering terjadi dalam masyarakat, maka perlu 

untuk membahasnya agar dengan bahasan ini diketahui secara jelas status 

hukumnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarakan latar belakang yang telah dipaparka di atas, maka dapat 

dirumuskan dari masalah-masalah yang timbul yaitu: 

1. Bagaimana praktek hutang pupuk dalam penanaman tembakau dibayar 

setelah panen di desa Ngagrong kecamatan Ampel kabupaten Boyolali? 

2. Bagaimana tinjauan deskripsi praktik hutang pupuk dalam penanaman 

tembakau dibayar setelah panen di desa ngagrong kecamatan Ampel 

kabupaten Boyolali berdasarkan hukum islam? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu: 

a) Untuk menjelaskan praktek hutang pupuk dalam penanaman 

tembakau dibayar setelah panen di desa Ngagrong kecamatan 

Ampel kabupaten Boyolali. 

b) Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum islam terhadap praktik 

hutang pupuk dalam penanaman tembakau dibayar setelah 

panen di desa Ngagrong kecamatan Ampel kabupaten Boyolali.  

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu: 

a) Secara teoritik,  diharapkan berguna dalam penelitian ini untuk 

menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam 

khususnya dibidang fiqih mumalah dan dapat digunakan sebagai 

acuan pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya. 

b) Secara praktis dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan 

nilai-nilai Islam bagi subjek penelitian dan diharapkan dapat 

berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi 

mengenai praktik hutang pupuk dalam penanaman tembakau 

dibayar setelah panen di desa Ngagrong kecamatan Ampel 

kabupaten Boyolali. 
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D. Telaah Pustaka 

Penelitian ini membahas mengenai praktik hutang pupuk dalam 

penanaman tembakau dibayar setelah panen dengan menggunakan jenis 

penelitian empiris atau lapangan.  Supaya tidak terjadi pengulangan 

pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi 

wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau 

pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti 

sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa 

penelitian yang mengangkat tema sama yang dapat dijadikan telaah pustka 

yaitu: 

1. Ika Fariatul Laila dengan penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Anakan Jasa (Studi Kasus 

Kelompok Pengajian Fatayat Nu Di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri 

Kabupaten Jepara).7 

Dari penelitian tersebut disimpulkan praktik pengenaan bunga dalam pembiayaan 

hutang piutang (al-qard) Sepeda Motor di PT. Central Sentosa Finance 

cabang Surabaya Barat bertentangan dengan Hukum Islam karena 

termasuk riba. Adapun mengenai pembebanan denda keterlambatan 

angsuran dan penjualan barang jaminan ketika hutang tidak terlunasi 

tidak dilarang dalam Hukum Islam dengan catatan disepakati di awal 

perjanjian guna melindungi perusahaan. 

                                                      
7 Ika Fariatul Laila,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Sistem 

Anakan Jasa (Studi Kasus Kelompok Pengajian Fatayat Nu Di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri 
Kabupaten Jepara)”,Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo 
Semarang. 2018 



9  

 

2. Zainul Masyhuri dengan penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap 

praktek hutang-piutang pupuk di Desa Mayangkawis Kecamatan Balen 

Kabupaten Bojonegoro.8 

Kesipulan dari penelitian tersebut bahwa hutang-piutang pupuk yang telah 

dinaikkan dari harga semestinya, di mana harga pupuk yang telah 

dinaikkan itu dikurskan dengan harga padi basah yang baru dipanen, 

dengan pengembalian pembayaran hutang kepada pedagang 

menggunakan padi kering. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan 

langkah awal tolok ukur apakah sistem hutang pupuk dengan gabah 

sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. 

3. Nur Afifatun Nadhiroh dengan penelitian Analisis Hukum Islam 

Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (NGIJO) di Desa Sebayi Kecamatan 

Gemarang Kabupaten Madiun.9 

Dari kesimpulan diatas bahwa sistem ijo (ngijo) yang dilakukan tanpa adanya 

saksi yang menyebabkan akadnya tidak sempurna. Sistem ijo (ngijo) 

bukan termasuk akad qard} (utang piutang) karena adanya tidak 

ketidaksesuaian antara jumlah pokok hutang dengan jumlah pelunasan, 

serta adanya tambahan 5% padi pada saat petani tidak bisa melunasi 

utang pada waktu jatuh tempo (panen) yang bertujuan mengambil 

keuntungan lebih bagi muqrid tersebut, maka dalam hutang piutang 

                                                      
8 Zainul Masyhuri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang-Piutang Pupuk Di Desa 

Mayangkawis Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”,  Skripsi, Fakultas Syari’ah Jurusan 
Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1994. 

9 Nur Afifatun Nadhiroh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (NGIJO) di 
Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun” Skripsi,  IAIN Sunan Ampel Surabaya, 
2015. 
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sistem ijo (ngijo) tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena 

termasuk ketegori riba nasi’ah yang hukumnya haram. 

4. Ariska Dewi Nofitasari dengan penelitian Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar 

Kecamatan Kauman Ponorogo.10 

Kesimpulan dalam penelitian tersebut bahwa pertama, praktik hutang uang 

dibayar gabah ini pada dasarnya boleh dilakukan atau sah menurut 

hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat qard’. Kedua, 

dalam ketentuan pengembalian hutang, nilai harga barang dipotong 

berdasarkan tempo hutang ini dilarang dalam hukum Islam karena 

terdapat unsur memberikan dua atau lebih harga dalam satu akad. Ketiga, 

adanya tambahan terhadap pengembalian hutang, apabila tambahan 

dibebankan atas hutang konsumtif itu tidak diperbolehkan dalam hukum 

Islam karena tambahan tersebut termasuk riba nasi'ah.  

Dari beberapa penelitian yang menjadi telah pustaka di atas, terdapat 

penelitian sama dengan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas 

hutang-piutang. Akan tetapi fokus penelitian yang dikaji berbeda. Fokus kajian 

penelitian  di atas adalah akad yang digunakan, sedangkan pada penelitian ini 

adalah penerapannya. Selain itu, pada penelitian di atas kajian penelitian 

terfokus pada tinjauan hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini adalah 

penerapan hutang-piutangnya 

. 
                                                      
10 Ariska Dewi Nofitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Hutang Dibayar 

Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2016. 
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E. Kerangka Teoretik 

Islam membedakan antara ibadah dan muamalah dalam cara 

pelaksanaan dan perundang-undangan. Ibadah pokok asalnya adalah statis, 

tidak boleh melampaui apa yang telah disyari‘atkan, sedangkan muamalah asal 

pokoknya adalah merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan dalam pencarian 

dan ke kehidupan dan melenyapkan kesulitan mereka dengan menjauhkan 

perbuatan haram.11 

Dalam istilah teknis hukum Islam, fiqh muamalah diartikan sebagai 

bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan-hubungan keperdataan 

Islam namun fiqh muamalah sebagai hukum perdata Islam lebih sempit ruang 

lingkupnya dari pada hukum perdata dalam istilah ilmu hukum pada umumnya. 

Dalam hukum perdata Islam (fiqh muamalah) tidak tercakup hukum keluarga. 

Dalam hukum Islam hukum keluarga merupakan cabang hukum tersendiri 

yang berada di luar fiqh muamalah. Fiqh muamalah hanya meliputi hukum 

benda dan hukum perikatan.  

Prinsip-prinsip dasar bermuamalat adalah: 

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali ditentukan 

lain oleh Al-Qur’an dan sunah Rasul.  

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur 

paksaan dengan menjalankan prinsip kebebasan kehendak par pihak dan 

harus selalu diperhatikan. Pelanggaran atas kehendak itu berakibat tidak 

dapat dibenarkannya suatu perbuatan muamalat.  
                                                      
11 Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Muhammad Abdul Karim, Sistem dan Prinsip dan 

Tujuan Ekonomi Islam. Alih bahasa H. Imam Saefudin, cet, ke1, (Bandung: Pustaka Setia 1999), 
hlm. 182-183. 
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3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 

menghindari mudharat dalam hidup  masyarakat, sehingga selama bentuk 

muamalat berdampak merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.  

4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari 

unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam 

kesempitan.12 

Hutang-piutang merupakan transaksi tidak tunai dengan tujuan 

menolong sesama bagi yang memerlukan pertolongan untuk menutupi 

kebutuhan hidup sehari-hari serta menutupi kebutuhan yang mendesak. 

Hutang-piutang dalam bahasa arab sering disebut juga dengan qirad, 

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qirad ialah harta yang diberikan 

kepada orang lain yang diqiradkan untuk dia memberikan setelah dia mampu 

sesuai dengan perjanjian. Iman malik berpendapat bahwa qirad tidak bisa 

dibarengi dengan jual beli, sewa-menyewa, pinjaman, perkerja ataupun 

kemanfaatan yang disyaratkan oleh salah satu pihak terhadap kawan bersama 

dirinya. 

Sulaiman Rasjid dalam bukunya menyatakan bahwa hutang piutang 

ialah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan 

membayar yang sama dengan itu. Misalnya menghutang uang Rp.20.000,00, 

akan dibayar Rp.20.000,00 pula, sedangkan hukum memberi hutang hukumnya 

sunat, bahkan dapat menjadi wajib, misalnya mengutangi orang yang terlantar 

atau tang sangat membutuhkannya. 

                                                      
12Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalat, EdisiRevisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), 

hlm. 16. 
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Dasar hokum qard  adalah anjuran agama supaya manusia hidup 

dengan saling tolong menolong dalam hal kebajikan. Seperti firman Allah yang 

berbunyi:13 

وَاللهُ يَـقْبِضُ وَيَـبْسُطُ وَإلِيَْهِ  ◌ۚ ةً مَنْ ذَا الذِي يُـقْرِضُ اللهَ قَـرْضًا حَسَنًا فَـيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَ 

 تُـرْجَعُونَ 

Dasar hukum hutang piutang diatur pada Buku ke 3 KUHPerdata, Pasal 

1754  menerangkan perihal perhutangan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa 

pinjam meminjam adalah perjanjian yang mana pihak kreditur memberikan 

suatu jumlah tertentu kepada debitur (yang berhutang) dan harus dikembalikan 

pada waktu yang telah disepakati. 

Pinjaman dalam kasus ini tidak hanya digunakan untuk pinjaman 

konsumtif saja melainkan untuk keperluan modal pertanian tembakau. Dalam 

hutang piutang juga diwajibkan adanya akad sebagai rukun sahnya transaksi 

bermuamalah. Akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan 

qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari‘at yang 

berpengaruh pada obyek perikatan. Untuk terbentuknya akad (perjanjian) 

haruslah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.  

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur’an adalah surah Al-

Maidah ayat 1 sebagai berikut :14 

                                                      
13Q.S Al Baqarah ayat: 245 
14Q.S Al-Maidah Ayat:1 
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رَ محُِلي الص أُحِلتْ لَكُمْ َيِمَةُ الأْنَْـعَامِ إِلا  ◌ۚ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا باِلْعُقُودِ  لَىٰ عَلَيْكُمْ غَيـْ يْدِ  مَا يُـتـْ

إِن اللهَ يحَْكُمُ مَا يرُيِدُ  ◌ۗ وَأنَْـتُمْ حُرُمٌ   

Mengenai akad qard, dalam hal ini agama tidak memberikan ketentuan 

khusus tentang bagaimana dan apa lafaz yang harus dipakai dan diserahkan 

kepada adar kebiasaan yang belaku, asalkan dalam pelaksanaannya 

menunjukkan adanya akad pinjam meminjam yang berlangsung dan penuh 

keikhlasan.15 Akad qard diperbolehkan dengan dua syarat yaitu: 

1. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang 

dipersyaratkan) bagi kreditur.  

Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak 

dipersyaratkan. 

2. Akad qard tidak digabungkan dengan akan lain seperti akad jual beli. 

Dalam urusan permodalan terdapat 2 (dua) jenis akad yaitu akad 

mudarabah atau qirad. Akad Mudarabah adalah akad yang didalamnya pemilik 

modal memberikan modal (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk mengelolanya 

dan keuntungannya menjad milik bersama sesuai apa yang mereka sepakati. 

‘Amil tidak menanggung kerugian apapun keuali pada usaha dan kerjanya 

saja.16 

Hukum melakukan akad mudarabah adalah boleh (mubah). Jenis 

mudarabah dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu mudarabah muthlaqah dan 

                                                      
15A. Qodir Hassan, dkk, Nailul Authar (Himpunan Hadits-Hadits Hukum) Jilid 4 ( Jakarta: PT 

Bina Ilmu, 1993),hlm. 39-41 
16Abu Bakar Jabir El Jazairi, Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu’amalah), (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1991), hlm.119 
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mudarabah muqayyadah17. Perbedaan diantara keduanya adalah pembatasan 

yang diberikan oleh pemilik modal dalam menjalankan usaha dengan 

menggunakan modal yang diberikan tersebut. 

Akad qard  harus berlandaskan niat tolong menolong. Menolong berarti 

memberi bantuan untuk meringankan beban penderitaan atau kesukaran yaitu 

berupa bantuan tenaga, dana atau waktu. Menolong diartikan sebagai suatu 

tindakan yang betujuan menghasilkan keuntungan terhadap pihak lain. Perilaku 

menolong juga diartikan sebagai bentuk suatu tindakan yang menguntungkan 

orang lain tanpa harus menguntungkan si penolong secara langsung, bahkan 

kadang menimbulkan resiko bagi si penolong.18 

Akad qard jika tidak berlandaskan niat tolong menolong maka riba di 

dalamnya dan jelas dilarang dalam hukum Islam. Tiap-tiap orang di dalam 

masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain, sedangkan dalam hal 

menambah bayaran, kalau melebihkan bayaran dari sebanyak yang dihutang itu 

kemauan yang berhutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan 

itu boleh (halal) bagi yang mengutangkannya, dan menjadi kebaikan untuk 

orang yang membayar hutang, adapun tambahan yang dikehendaki oleh orang 

yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian suatu akad, hal itu tidak boleh. 

Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya. Umpamanya 

yang berpiutang berkata kepada yang berhutang, “saya utangi engkau dengan 

syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian.”19 

                                                      
17Ibid, hlm.197 
18Sarlito Sarwono dan Meinarno Eko, Psikologi Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 

123 
19 Riwayat Baihaqi 
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فَعَةً فَـهُوَ ربًِ كُ  ال قَـرْضٍ جَر مَنـْ  

Qard sangat rentan dengan unsur riba. Akad qard dengan adanya 

tambahan atas pengembalian hutang adalah riba. Mengenai keharaman 

pengembalian manfaat atas transaksi hutang piutang maka perlu dijelaskan 

mengenai riba. Riba dari sisi kebahasaan berarti tambahan, sementara yang 

dimaksud riba dalam hal ini adalah tambahan pada pokok harta, baik sedikit 

maupun banyak. 

Riba hukumnnya haram, berdasarkan Al-Qur’an, sunnah dan ijma. 

Dalam Al-Qur’an di jelaskan dalam SuratAl-Qur’an Surah Al Imran ayat 

130:20 

هَ لَعَلكُمْ ◌ۖ ا اَضْعَافاً مضٰعَفَةً ◌ٓ ايَـهَا الذِيْنَ اٰمَنـُوْا لاَ تأَْكُلُوا الربٰو◌ٓ يٰ  ◌ۚ  تُـفْلِحُوْنَ واتـقُوا اللّٰ  

 

Penjelasan hutang piutang di atas pada dasarnya meruapakan hubungan 

hukum antara 2 (dua) subjek hukum atau lebih dengan hak dan kewajiban 

masing-masing serta akan selesai bila salah satu pihak sudah memenuhi 

prestasinya atau karena sebab-sebab lain yang dibolehkan undang-undang. 

Realitas sosial yang terjadi di masyarakat yang tidak ada pada nash Al-

Qur’an, hadis maupun undang-undang, akan tetapi itu sudah menjadi adat 

kebiasaan (urf) yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan 

                                                      
20Q.S Al Imran Ayat: 130 
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merupakan kebiasaan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.21 

Kebiasaan tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan 

syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Oleh 

karena itu metode pengumpulam data adalah dengan observasi dan 

wawancara kepada petani dan beberapa petani yang berada di Desa 

Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian 

terhadap masalah baru, isu baru dan judul penelitian yang belum banyak 

diketahui.22Dapat juga dimasukkan sebagai penyelidikan sebuah masalah 

yang belum jelas.23 Dikatakan bersifat deskriptif analisis karena hasil 

penelitian ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang jelas, 

menyeluruh dan sistematis mengenai obyek penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.24 

Sumber data tersebut di dapat dengan cara wawancara langsung 

                                                      
21Kamil Muchtar, dkk, Ushul Fiqh, Jilid 1, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.146 
22Syharto dkk., Perkayaan Metodologi Penelitian, Cet I, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2004), hlm. 15. 
23Pius A. Patanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmia Populer, (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 

136. 
24Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 143 
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terhadap pelaku, tokoh agama, tokoh masyarakata serta dukungan 

dai Al-Qur’an dan Al Hadis. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung 

data primer, berupa kajian pustaka dan telaah dokuemn, 

penelusuran naskah, yaitu dengan mengambil buku-buku, makalah 

dan artikel yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang 

akan dibahas.25 

4. Pendekatan Masalah 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, 

yaitu menggunakan tolak ukur dari ketetapan norma-norma agama 

berupa Al-Qur’an dan Hadis berikut hukum sebagai landasan 

pembenaran dari masalah yang dibahas, sehingga memperoleh satu 

kesimpulan yang benar dan selaras dengan ketentuan hukum Islam.  

5. Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang 

temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 

hitungan lainnya.26Bertujuan  mendeskripsikan masalah yang ada 

sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang pelaksanaan hutang 

pupuk dalam penanaman tembakau di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel 

Kabupaten Boyolali yang didapat dengan mencatat, menganalisa dan 

                                                      
25Tatang M, Amir, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 

94. 
26 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan 
Teknik-Teknik Teoritisasi Data, Terj. M. Shodiq dan Imam Muttaqin (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2009), hlm. 4. 
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interpretasikannya, kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif yang 

dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang 

bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 

 
G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah 

penyusunan skripsi ini, maka penyusun menguraikannya secara umum ke 

dalam lima bab pembahasan sebagai berikut. 

Bab pertama merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, 

mengapa masalah ini diangkat sebagai topik kajian, pokok masalah, tujuan dan 

keguanaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya 

untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik 

yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa masalah yang 

ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan dan yang berakhir 

sistematika pembahasan. 

Bab keduaberisi landasan teori yang membahas tentang pengertian 

hutang-piutang, prosres hutang-piutang,  syarat dan rukunnya, pengertian riba, 

dasar hukum larangan riba, macam-macam riba dan hikmah larangan riba. 

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum Desa Ngagrong, juga berisi 

praktik hutang pupuk dalam penanaman tembakau yang dilakukan masyarakat 

Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 

Bab keempat analisis praktik hutang pupuk dalam penanaman tembakau 

menurut hukum Islam di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten 

Boyolali. 
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Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan 

secara keseluruhan dalam skripsi ini dan saran-saran yang dianggap penting. 
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BAB V  
PENUTUP 

 
A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, ada beberapa hal yang dapat penulis 

simpulkan yaitu:  

1. Praktik perjanjian hutang piutang yang terjadi di Desa Ngagrong 

Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali merupakan perjanjian antara 

petani dan pemilik toko pupuk/ perusahaan pupuk tembakau (pertela). 

Dalam perjanjian hutang piutang tersebut petani berhutang pupuk 

tembakau kepada pemilik toko pupuk/ perusahaan pupuk tembakau 

(pertela), barang yang dijadikan objek transaksi ialah pupuk tembakau, 

untuk proses menanam tembakau, pupuk tersebut akan dibayar dengan 

uang dengan nominal lebih dari harga objek transaksi pada musim panen, 

dan kelebihan tersebut ditentukan oleh pemilik toko pupuk/ perusahaan 

pupuk tembakau (pertela). Kemudian apabila petani tidak bisa 

mengembalikan hutangnya pada saat jauh tempo (panen), maka petani 

harus mengembalikan hutangnya dengan tambahan 5% pada musim 

berikutnya, namun apabila panen berikutnya petani masih belum bisa 

mengembalikan hutangnya, maka petani harus menambah 5% lagi dari 

pokok pinjaman, jadi jumlahnya 10%, begitu seterusnya.  

2. Hutang piutang ini antara petani dan pemilik toko pupuk/ perusahaan 

pupuk tembakau (pertela) di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel 

Kabupaten Boyolali ternyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

muamalah, karena hutang piutang tersebut mengandung unsur riba, dan 
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berapun kecilnya riba itu tetap haram. Standar  maslahat dan madharat 

dari pelaksanaan hutang piutang pupuk dibayar setelah panen yang 

terjadi di Desa Ngagrong lebih banyak madharatnya daripada 

maslahatnya. Tambahan yang disepakati pada awal akad itu adalah riba, 

dan riba sangat dilarang dalam Islam. Jenis riba tersebut yaitu riba 

nasi’ah, yaitu suatu transaksi yang pembayarannya diakhirkan, tetapi 

ditambahkan harganya 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan di Desa 

Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, peneliti mengungkapkan 

beberapa saran antara lain : 

1. Bagi masyarakat Desa Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten 

Boyolali khususnya petani tembakau yang pernah melakukan hutang 

piutang pupuk dibayar setelah panen, bahwa dalam bermuamalah 

hendaknya selalu memperhatikan prinsip yang telah diajarkan dalam Islam, 

agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam. 

2. Bagi pemilik toko pupuk/perusahaan pupuk (pertela) sebaiknya tidak 

memberikan kelebihan dari pokok pinjaman dan tidak memberikan 

tambahan apabila petani belum bisa mengembalikan hutangnya, karena 

tujuan utama memberikan hutang adalah untuk tolong menolong bagi yang 

membutuhkan agar mengurangi beban yang mereka alami, karena tambahan 
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yang disepakati pada awal akad itu adalah riba, dan riba sangat dilarang 

dalam Islam. Sehingga uang dari hasil riba tersebut menjadi uang haram. 
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TERJEMAHAN AL-QUR’ANDAN HADIS 

Hal 
Nomor 

Footnote 
Ayat Al-Qur’an dan Hadis Terjemahan Ayat 

BAB I 

 1 2 Q.S Al Maidah ayat:2 

Dan tolong menolonglah kamu 
dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
taqwa dan jangan tolong menolong 
dalam berbuat dosa dan aniaya dan 
bertakwalah kamu kepada Allah 
sesungguhnya Allah amat berat 
siksa-Nya 

 13 13 Q.S Al Baqarah ayat: 245 

Siapakah yang mau memberi 
pinjaman kepada Allah, pinjaman 
yang baik (menafkahkan hartanya di 
jalan Allah), maka Allah akan 
meperlipat gandakan pembayaran 
kepadanya dengan lipat ganda yang 
banyak. Dan Allah menyempitkan 
dan melapangkan (rezeki) dan 
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan 

 14 14 Q.S Al-Maidah Ayat:1 

Hai orang-orang yang beriman, 
penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang 
akan dibacakan kepadamu. (Yang 
demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu 
sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan 
hukum-hukum menurut yang 
dikehendaki-Nya.) 

 16 19 Riwayat Baihaqi 
Tiap-tiap piutang yang mengambil 
manfaat, maka itu salahsatu dari 
beberapa macam riba 

BAB II 

 16 20 Q.S Al Imran Ayat: 130 

Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu memakan riba 
dengan berlipat ganda dan 
bertakwalah kepada Allah agar kamu 
beruntung. 
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 25 37 Q.S Al Baqarah ayat: 280 

Dan jika (orang berutang itu) dalam 
kesulitan, maka berilah tenggang 
waktu sampai dia memperoleh 
kelapangan. Dan jika kamu 
menyedekahkan, itu lebih baik 
bagimu, jika kamu mengetahui. 

25  38 Q.S Al-Hadid Ayat:11 

Barang siapa menghutangkan 
(karena Allah Swt) dengan hutang 
yang baik, maka Allah Swt akan 
melipatgandakan (balasan) pinjaman 
itu untuknya dan ia akan 
memperoleh pahala yang banyak 

 25 40 Abu Daud, Sunan Abu Daud, juz II 

Dari Abu Hurairah ra., Nabi SAW 
bersabda: Barang siapa 
menghilangkan satu macam 
kesusahan dunia sesama muslim, 
maka Allah akan menghilangkan 
satu kesusahannya di hari kiamat. 
Dan barang siapa yang 
mempermudah orang yang sedang 
dalam kesulitan, maka Allah akan 
mempermudah dia di dunia dan 
akhirat dan Allah akan menolong 
hambanya selagi hamba itu mau 
menolong saudaranya 

 26 41 
Imam az-Zabidi, Mukhtasir Shahih 

Bukhari 

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi 
SAW bersabda: Barang siapa 
mengambil barang orang (berhutang) 
dengan maksud membayarnya, 
niscaya Allah akan membantu 
pembayarannya buat dia. Dan barang 
siapa mengambilnya dengan maksud 
merusaknya, niscaya Allah akan 
merusak dia 

 35 57 QS. Al-Baqarah Ayat: 282 

Hai orang-orang yang beriman, 
apabila kamu bermuamalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya 
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45  70 Q.S  Ar Rum ayat : 39 

Dan sesuatu riba (tambahan) yang 
kamu berikan agar harta manusia 
bertambah, maka tidak bertambah 
dalam pandangan Allah. Dan apa 
yang kamu berikan berupa zakat 
yang kamu maksudkan untuk 
memperoleh keridhaan Allah, maka 
itulah orang-orang yang 
melipatgandakan (pahalanya) 

 45 71 
HR. Al-Bukhâri, no. 3456; 

Muslim, no. 2669 

Dari Abu Hurairah 
Radhiyallahuanhu, dari Nabi 
Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Beliau 
bersabda, “Jauhilah tujuh (dosa) 
yang membinasakan!” Mereka (para 
sahabat) bertanya, “Wahai 
Rasûlullâh! Apakah itu?” Beliau n 
menjawab, “Syirik kepada Allâh, 
sihir, membunuh jiwa yang Allâh 
haramkan kecuali dengan haq, 
memakan riba, memakan harta anak 
yatim, berpaling dari perang yang 
berkecamuk, menuduh zina terhadap 
wanita-wanita merdeka yang 
menjaga kehormatan, yang beriman, 
dan yang bersih dari zina” 

46 75 Q.S Al Baqarah Ayat: 275 
“Padahal Allah telah menghalalkan 
jual beli dan mengharamkan riba” 

46 76 Q.S An Nisa Ayat: 29 

“Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.” 

46 77 

Imam Ibnu Hajar al-Ats Qalani, 
Terjemahan Bulughul Maram 

(Surabaya: al-Ikhlas, 1993), hadis 
No.800, hlm. 507: 77:46 

“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah 
ditanya: pekerjaan apakah yang 
paling baik?. Beliau bersabda: 
"Pekerjaan seseorang dengan 
tangannya dan setiap jual-beli yang 
bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits 
shahih menurut Hakim” 

56 84 Q.S Jumu’ah Ayat: 9 “Hai orang-orang beriman, apabila 
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diseru untuk menunaikan shalat 
Jum'at, Maka bersegeralah kamu 
kepada mengingat Allah dan 
tinggalkanlah jual beli. Yang 
demikian itu lebih baik bagimu jika 
kamu mengetahui.” 

BAB IV 

 70 86 QS. Al-Baqarah Ayat: 282 

Hai orang-orang yang beriman, 
apabila kamu bermuamalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya 

 72 87 Q.S Al Maidah ayat:2 

Dan tolong menolonglah kamu 
dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
taqwa dan jangan tolong menolong 
dalam berbuat dosa dan aniaya dan 
bertakwalah kamu kepada Allah 
sesungguhnya Allah amat berat 
siksa-Nya 

 78 89 H.R. Abu Dawud 

Ibnu Mas’ud menyatakan bahwa 
Rasulullah Saw melaknat orang yang 
makan riba, orang yang dipungut 
riba darinya, juru tulisnya, dan orang 
yang menjadi saksi 

 81 92 Q.S Al Imran Ayat: 130 

Wahai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu memakan riba 
dengan berlipat ganda dan 
bertakwalah kepada Allah agar kamu 
beruntung. 
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 81 93 Q.S Al-Baqarah Ayat: 278-280 

Hai orang-orang yang beriman, 
bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa riba (yang belum 
dipungut) jika kamu orang-orang 
yang beriman. Maka jika kamu tidak 
mengerjakan (meninggalkan sisa 
riba), maka ketahuilah, bahwa Allah 
dan Rasul-Nya akan memerangimu. 
Dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), maka bagimu 
pokok hartamu; kamu tidak 
menganiaya dan tidak (pula) 
dianiaya. Dan jika (orang yang 
berhutang itu) dalam kesukaran, 
maka berilah tangguh sampai dia 
berkelapangan. Dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu, 
lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahui 
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